Pada akhirnya diharapkan adanya Taman Hutan Raya Model yang
menjadi contoh terhadap pembangunan konservasi hayati dengan skala
provinsi di Indonesia yang mandiri dan berkelanjutan serta berazazkan,
perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari.

ASPEK KELEMBAGAAN PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA

Oleh:

Hariadi Kartodihardjo

Workshop Penyusunan Konsep Management Plan Taman Hutan Raya
Bogor, 9 Mei 2007
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KELEMBAGAAN DALAM
PENGELOLAAN TAHURA

HARIADI KARTODIHARDIO
2007

Bahan presentasi dalam Workshop “Penyusunan Konsep
Management Plan TAHURA?”, 9 Mei 2007, di Fahutan IPB

PERTANYAAN POKOK

Design kelembagaan agar proyek ITTO
menjadi awal penyusunan rencana
pengelolaan secara adaptif (AMP)?

Design kelembagaan yg memungkinkan
Pemda ikut menyusun AMP? Design
kelembagaan agar Tahura memberi
manfaat bukan cost center?

Design kelembagaan agar AMP
dilaksanakan?

LINGKUP KAJIAN

BIAYA —> —> MANFAAT
M P

A
P’T%ch" - PEMDA

@

Kebijakan Pengelolaan Tahura ~ KPH
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(1) Proyek ITTO > AMP

POTENSI BIOFISIK >
MANFAAT TAHURA

MANFAAT TAHURA —>
PENGELOLAAN
AKTOR = HAK DAN
KEPENTINGAN/ 3R

> | INFORMASI DASAR |

 PENDAMPINGAN PEMDA |

(2) Peran Aktif PEMDA

PENJABARAN UU:
PENGURUSAN Bt Epeasanibutar;

HUTAN Eenaslolant htan: san
* penyusunan rencana kehutanan
= PERENCANAAN i
= PENGELOLAAN —___

inventarisasi hutan,

= tata hutan dan penyusunan

IT rencana pengelolaan hutan,

- L BANG = pemanfaatan hutan dan
penggunaan kawasan hutan,

- PENGAWASAN = rehabilitasi dan reklamasi hutan,

perlindungan hutan dan
konservasi alam

PEMBENTUKAN KPH

KABUPATEN A
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Wilayah Kelola KPH Pemanf:
- IUPK

I -1uPJL

- IUPHHK
- IUPHHBK
- IPHHK

- IPHHBK

Konservas'J

]VPengigunaan

]

I Pemberdayaan: |

- Hutan Desa | —‘

- HKm = Rehabilitasi
- Kemitraan

D

KPHK KPHL KPHP

oec) Qe Kgemy G Cwey (el ool

KELEMBAGAAN-~-K &L

PEMDA

KAB/KOTA PEMDA PROP

INTERDEP
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59 URUSAN PEMERINTAHAN
RLPS [9]

BAPLAN E

Inventarisasi hutan

BPK -

Rencana KPHP 20 th

Perencanaan RHL

PHKA @

Rencana KPHL 20 th

1. 1
Pengukuhan 2 Rencana KPHP 5 th 2 Penge!olaan DAS 2. Rencana KPHL 5 th
kawasan 3. Rencana KPHP 1 th 3. Pelaksanaan RHL 1. Rencana KPHL 1 th
ol s RencanaKU20th-HP 4 Reklamasikwshutan 4. Rencana KU 20 th - HL
o Dériataan: BatAS 5. Rencana KU 5 th - HP 5. nglamasi hutan 5. Rencana KU 5th - HL
o Penetapan kawasan 6. Rencana KU 1 th - HP areal bencana 6. Rencana KU 1 th-HL
«  Hutan dng tujuan 7. Pemanfaatan HH ~Hp & Pemberdayaan masy  ,  penataan areal kerja usaha HL
khusus s. Pemungutan HH - HP & I;Pe?getnngngan 5. Rencana KPHK 20 th
« Penatagunaan kws a. Industri Pengolahan HH il Ka s. Rencana KPHK 5 th
utan 10 Penataan Usahaan HH 5 E:tgn hota Fi 1. Rencana KPHK 1 th
. m?&ehnmkan . Perbenihan T Hutan 1. Rencana P 20 th - KK
e Penataan batas luar 1: 2222:2: E ?:E _KKKK
usaha HP S >
e Rencana Kehutanan et]". 4. Penataan Blok KK
o S Tofo 1. PNBP 15. Pengelolaan THR
Kehutanan 2. Litbang Kehutanan 16. Pemanfaatan K & Jasling = HP
3. Diklat Kehutanan 17. Pemanfaatan K & Jasling - HL
4. Penyuluhan Kehutanan 1. Pengusahaan pariwisata
5. Bina & kendali bidang kehutanan 19. Pengelolaan KSA, KPA, TB
6. Pengawasan bidang kehutanan m. Pengawetan tumbuhan dan
satwa liar
2. Pemanfaatan tumbuhan dan
satwa liar

2. Lembaga Konservas|
2. Perlindungan Hutan

URUSAN PEB{ERINTAHAN

ol A

ABSOLUT KONKUREN
(urusan pemerintah) (dibagi bersama)

1. HANKAM A k.
3 YUSTISI Ao bt
4. POLITIK LUAR NEGERI U(,,S;gk:f;n) (Peszﬁ,:)a .
5. AGAMA
| URUSAN PILIHAN (UNG
KRITERIA . Kelautan dan Perikanan
PEMILIHAN . Pertanian
URUSAN . Kehutanan

. Energi dan Sumberdaya Mineral
. Pariwisata

. Industri

. Perdagangan

. Transmigrasi.

Sumber: Draft Revisi PP25/2000

1
2
3
4
5
6
7
8
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KRITERIA PEMILIHAN URUSAN

Urusan Pilihan
bagi Daerah

e i

PDRB MATA PENCAHARIAN LAND USE KEMISKINAN

Apabila Kehutanan Mampu Berpotensi
Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat

Dipilih Daerah sbg Urusan Pilihan (Unggulan)

PERDA

Sumber: Draft Revisi PP25/2000

PENILAIAN KELEMBAGAAN PEMDA -1

URUSAN S 59 URUSAN — URUSAN SETIAP
PILIHAN PEMDA KEHUTANAN ESELON | DEPHUT
+ ¥
KELEMBAGAAN NORMA, STANDAR
— PELAKSANAAN — i *
PEMDA - PROSEDUR, KRITERIA
a @
: ONERIA. qe=nnnnns| K& | KEBERHASILAN
= KEGIATAN PELAKSANAAN
= v
o= e €--eeenemssses=es| K& IPENILAIAN
ELEMBAGAA KELEMBAGAAN

— ’
a
[ BAIK | [PENGUATAN |=» CSUVAILLANCE > =
1

PENILAIAN KELEMBAGAAN -2

Pﬁﬁ!‘é‘ﬁ" q========| K& 1 KEBERHASILAN
KEGIATAN PELAKSANAAN
e PENIL, ¥
AIAN
KINERJA Arrummnns K & | PENILAIAN
ELEMBAGAA KELEMBAGAAN

LPI

(o | [Penduatan > CommmLaiGE - [ AWOI AL
4 \ J
h %

PROGRAM BINA KENDALI
DAN PENGAWASAN

POLICY PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN KEHUTANAN
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(3

ISU
KRITIS

MENGISI RUANG KELOLA:
KASUS BARITO SELATAN - KONFLIK

PENINGKATAN
KAPASITAS MASY: (1).
MANAJEMEN PSDA, (2).
ORGANISASI, (3).
PEMETAAN WILAYAH

OPERASIONAL
YAYASAN DAN OR (4)

USULAN PROGRAM —
INVESTASI UNTUK
PENGUATAN
MANAJEMEN (5)

TATA BATAS DAN
TATA RUANG DESA (6)

PENGESAHAN OLEH
PEMDA (7)

KESIMPULAN

= KELEMBAGAAN ~ ANALITICAL
DIMENSION DAN BEHAVIORAL
DIMENSION

= ANALITICAL DIMENSION ~ PERATURAN
DAN ORGANISASI

= BEHAVIORAL DIMENSION ~ DEPHI ~
SHARE LEARNING ~ PELEMBAGAAN
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ANAILISIS KEBIJAKAN AKSES
MASYARAKAT KAJILI KE DALAM TAMAN
HUTAN RAYA (TAHURA) SUL-TENG

JAMLIS LAHANDU, 2007

1000 o 1000 Meters
e

Keterangan

S sungal

I Kebun rakyat

S Femukiman
B Tanhura

T

Lokasi Penelitian
Sumbeor Data:

* Peta Pengukuran Batas dan
Pemetaan Areal Taman
5 Hutan Raya Palu
= < = * Peta Desa Kawasa

an K:bun Rakyat
Gambar Peta Tahura Dan Penyebaran Pemukiman Penduduk
Dalam Kawasan.

Gambar Peta Pembagian Zona Dan Akses Masyarakat
Adat Dalam Kawasan Tahura Sulteng
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Karakteristik Wilayah Penelitian

Tabel 1. Karakteristik wilayah penelitian/kawasan pemukiman di TAHURA

Komunitas Masyarakat/Kawasan Pemukiman

Karakteristik . Bunti DAS Tana
Vintu Vatutela Pobau Pondo Uentumbu Tompu Lando
Topograf, Letak ~ porbukit - Borbukit, - Berbukdl o pas  Bukit. DAS  Puncak Puncak G.
pemukiman pddk. g Pondo Mamara G. Bulili Paneki
gunung Vatutela ang
Ketinggian dpl (m) 300 310 6800 280 250 700-1150 1140
Dialek Kaili Tara Kaili Tara ?::,I; Kaili Tara Kaili Tara Kaili Ledo Kaili Ledo
Akses atas Lahan, hsl  Lahan Lahan Lahan, tan Hasil Lahan, Lahan,
sumberdaya hutan, galian c, tan. keras galian hutan, ladang, fadang, hsl
penggem penggem bawang A, C, peng penggem hasil hutan,
balaan balaan gembalaan balaan hutan, aren,
Penguasaan
lahan scr. de 82,14 84,00 56 207,00 S2.88 107.9 46,80
fakto (ha)
Penguasaan
lahan rata-rata/KK 1,11 0,80 0.74 2,30 1.08 1.30 117
(ha)
Lanjutan Tabel 1. .
Komunitas Masyarakat/Kawasan Pemukiman
Karakteristik . Bunti DAS Tana
Vintu Vatutela Pobau Pondo Uentumbu Tompu Lando
Lahan kemunal - 30 ha - - - - -
Ornop dominan LSM LSM - LSM - LSM LSM
Organisasi
pemerintah - - - N e - h
sumiBh pendudiic 741447 80/317 761228 90/470 86/357 83/430 401167
(KKS jiwa)
3 Jalan Jalan Jalan Jalan Jalan Jaian Jalan
Infrastruldur: jalan aspal aspal tanah aspal setapak setapak setapak
< DAS
Daerah Aliran DAS DAS Kavatu DAS
s DAS Vintu - Pondo, - -
Sungai (DAS) Vatutela Poboya na Paneki
Debet Air DAS p
(m3/detik) kering kering - 0,15 0,70 - 1.10
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LANSEKAP HUTAN DALAM PERSPEKTIF
MASYARAKAT KAILT LEDO & TARA

PANGALE MIBONGO
PANGALE

OLO (KAWASAN DILINDUNGI)
TALUA POPAE (KEBUN PADI LADANG)

NAVA

TALUA (KEBUN LADANG SEDANG
DIBERAKAN)

LANSEKAP HUTAN DALAM PERSPEKTIF
MASYARAKAT KAILI LEDO & TARA

~

—> TINALU

——> OVA

Peta akses stakeholders dalam pengelolaan TAHURA Sul-Teng

e\ S =X Perotan /Tt K adat

Sumberdaya =
TAHURA [+
SULTENG /

Keterangan :

< — -+ Relasi bisnis (antar stakeholder dan atau donatur).

<— Interaksi kapital mutualistis.

<> Akses Institusi Adat atas komuni ya terhadap sumberdaya alam.

—— Aliran akses atas sumberdaya
me> Pemicu & mediasi.
771 Klaim kawasan oleh pemerintah

111



Tabel 2. Mekanisme akses pengelolaan sumberdaya alam
TAHURA SULTENG

Stakeholders

PT. Cita Palu Mineral, Petani,
Perotan, Pendulang emas,
Pengumpul batu kali, pedagang
hasil hutan, institusi adat.

Dinas Kehutanan, Institusi Adat
Komunitas Lokal Kaili.

Dinas Kehutanan, Petani, Perotan,

Mekanisme

Pengguna (gain)

Pengendali akses (conftrol
acces)

Pemelihara akses

(maintain akses)

LSM, Institusi Adat.

Tabel 3. Ringkasan Right, Responsibility Dan Revenues Dari 14

Stakeholders

Stakeholders Right Nilai Responsibility  Nilai Revenues Nilai

Akses:thdp Merencanakan tata Menjual,
Petar_u fahan, 2 guna fahan dan 1 konsumsi hasil 5
Subsisten partisipasj dalam ranictras] tani

keputusan €9

3 : Menjual hasil

Pendulang emas Tidak ada (0] Tidak ada (8] pendulangan 2
Pengumpul . X Menjual hasil
patu kali Tidak ada (0] Tidak ada (8] tambangan 2
Petani f;has En :)earxias?sgsi 2 Merencanakan tata 1 Menjual hasil 5
Bawang dalam keputusan guna lahan, register usahatani
Kelompok f:a siEI h;f::]a’?:: 3 Menanam bibit rotan 3 Menjual hasil 5
Rotan dalam hutan hutan non kayu

kayu

Supenvisi Kontrol tebangan, Penerimaan dari
Dinas Kehutanan = elola’an 4 menarik pajak, 2 hasil hutan dan 35

peng keordinasi fee

Akses terhadap
Pimpinan masyarakat lokal 2 Kontrol terhadap 1 Penerimaan PAD 2
DPRD ttg penerapan pelaksanaan perda dari intansi teknis

perda

112



Lanjutan Tabel 3.....

Stakeholders Right Nilai  Responsibility  Nilai Revenues Nilai
PTCP M HGU penuh Mengwiola tambang 0  Belumada 0
emas dengan baik
Pedagang Tidakada Tidakada 0 Menerima rotan dari 3
Rotan masyarakat lokal
Memfasilitasi/menda Menerima jasa dari
LSM Tidak ada mpingi masy. lokal 5 3 2
(adat) dampingan
Akses terhadap Menjaga dan
RT/Kadus/ Kades semua mengawasii kawasan, 2 Fee, upah, hadiah 1
sumberdaya wilayahnya
Babinsa Tidak ada Tidak ada 0 Fee, upah, hadiah 1
g ; : Fee dan perizinan 5
Distamen Tidak ada Tidak ada 0 tambang 2
PPL Akses terhadap Me: yjlrrh;;a‘;kianr; e 1 Upah/gaji dar kerja 5
informasi prHY : penyuluhan.

ke masyarakat

Keterangan : Hasil pengolahan data primer (2006) ; 1= sangat kurang, 2= kurang, 3=
cukup/sedang, 4=tinggi, 5= sangat tinggi (maksimum)

Tabel 4. Perbandingan Antar Stakeholder Dari Aspek Hak,
Tanggung Jawab Dan Manfaat (Penerimaan).

Stakeholder Yang Paling Tinggi :

Hak

Tanggung Jawab

Manfaat

-

Dinas Kehutanan

2. PT.Citra Palu
Minerals/Kades/Kadus/
Ka.RT

3. Petani subsisten/Petani

bawang/PPL

LSM. 1.
Kelompok Rotan

Dinas Kehutanan/Kades/
Kadus/ Ka. RT. 2
Petani subsisten/ Petani 3.
bawang/ Pimpinan 4.
DPRD/ PPL

Petani subsisten/ petani
bawang/ Kelompok
rotan.

Dinas Kehutanan
Pedagang rotan
Pendulang emas,
Pimpinan DPRD/
LSM/Dinas
Pertambangan,
pengumpul batu kali,
PPL.

Keterangan : Hasil pengolahan data primer (2006)

113



Tabel 5. Ringkasan Relationship/Hubungan antar stakeholder di

TAHURA SULTENG
= -
=S £
Stakehold 'g 2 g £ s £ 3 £ o g
Sekhelder $ § E oz S8 £ 4.5 3 g
- o -“ o = 8 e =2 = s é/\: & E
R85 f 22 SEEs &2 B o
& & 2 & 22 8 B3 £28 g8 8 §
_Petans subsisten B B ) B 13 S = - B B B = -
Pendulang emac W BB - 3 Br - B B B K -
Fengumpul batu kali 1] - - - Br - B B B K z
_Petam bawang W B K E - B = S
Eelompek rotan [Z] K - - E K B B < =
Dinas Kehutanan 2] B B K K K B E B
Pimp DPRD W s = 5 - B -
PT CPM W - Er Br Ej B =
Pedagang Rotan ¥ B B B = =
LSM [ B K K
RT/K adus/Kades wa B Br S
Eabinza o B B
Distam en [ =
PPL [/}
Keterangan
Kualitas relasi : Baik (B), Sedang (S), Kurang (K), Buruk (Br), Ttidak ada interaksi (-).
Baik (B) : Ada interaksi personal/institusi, sinergis berkelanjutan min 3 kali kontak/3 bin.
Sedang (S) : Ada interaksi, sinergis, tidak berkelanjutan, maksimal 3 kali kontak/3 bin.
Kurang (K) : Ada interaksi, kurang sinergis, berpolemik, sekali kontak, tidak berkelanjutan.
Buruk (Br) : Ada interaksi, tidak sinergis, konfliktual.
() : Tidak ada interaksi sama sekali

Analisis Kebijakan Pengelolaan Akses Sumberdaya Alam oleh
Masyarakat Kaili di Taman Hutan Raya (TAHURA) SULTENG.

[ TAP No.IX/ MPR/2001 |

UU No. 5/1980

Konservasi SDH

PP No. 68/1998

Kws Suaka alam &
Pelestarian alam

PP No. 62/1998

Pelimpahan Wewenang
Bid Kehutanan ke Pemda

Kepmenhut : No. 24/
Kpts-11/1999

—

Penetapan status TAHURA

Kepmenhut = No. 32/
Kpts-11/2001

Kriteria & standar

Pengukuran Kws. hutan

Kepmenhut : No. 31/

—
Kpts-11/2001

1_.

kemasyarakatan

Penyelenggaraan hutan

..._._...._._._......._._._.I

Thn 1997
Rencana relokasi
Penduduk (gagal)
Masy. wajib mdpt
Penyuluhan &
pendidikan (-)
Pengelolaan
teknis

Pemda | & Il {-)

Kekuatan Hukum

Penataan batas &
Pemasangan PAL
Sementara 1997 &
Permanen
1999/2000 (-)

Lahan masy. &
kebun kemunal
dapat dijadikan
hutan
kemasyarakatan

1

Mengakui adanya hutan
adat & hak masyarakat.

Kehutanan

!

Pengelolaan didasarkan
atas khas daerah dan
kepentingan masyarakat
luas. Psl. 3 ayat2
(penjelasan)

Tata hutan,
penyusunan rencana

pengelolaan,
pemanfaatan hutan
dan penggunaan kws

Manfaat hasil & jasa
hutan scr optimal, adil &
lestari bagi kese-
jhteraan masy. (psl 17
ayat1)

hutan

Tata hutan,

o

MASYARAKAT |

penyusunan rencana
pengelolaan hutan
serta pemanfaatan
hutan

PERDA (PEMDA) = s = + =+ m s m s m s s e s s

)

[ UU NO . 41/19¢9

PP No.34/2002

PP No.6/2007
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